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Abstrak
 

Perjanjian perkawinan pisah harta merupakan suatu bentuk penyimpangan dari terjadinya percampuran harta

perkawinan yang oleh undang-undang dimungkinkan diadakan oleh calon suami isteri dan perjanjian

tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dengan ketentuan bahwa selama perkawinan berlangsung

perjanjian perkawinan itu tidak dapat diubah, kecuali bila ada persetujuan suami isteri yang membuatnya

untuk dirubah, yang didasari juga pasal 1338 KUHPerdata, namun dengan tidak merugikan pihak ketiga

termasuk kreditor, dan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.

 

Sebagai pokok permasalahan, agar pihak ketiga tidak dirugikan, atas suatu perubahan harus ada upaya

perlindungan terhadap pihak ketiga, karena apabila dirugikan, maka perubahan dapat tidak diberlakukan

terhadap pihak ketiga terbatas hanya atas kepentingannya yang dirugikan saja, sedangkan untuk selebihnya

perubahan perjanjian perkawinan tersebut berlaku penuh. Metode penelitian hukum normatif yang bersifat

eksplanatoris kiranya cocok dalam mencermati dan meneliti masalah-masalah yang berkaitan dengan

perubahan perjanjian perkawinan tersebut.

 

Pentingnya perlindungan bagi pihak ketiga atas perubahan perjanjian perkawinan menuntut peran dan

tanggung jawab notaris dalam membuat setiap akta yang berhubungan dengan perubahan akta perjanjian

perkawinan yang sebaiknya mempelajari isi perjanjian perkawinan dengan teliti, serta memasukkan pasal

maupun klausula-klausula yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak termasuk

pihak ketiga/kreditor ke dalam perubahan aktanya, dan meminta perubahan dilaporkan dan didaftarkan pada

instansi yang berwenang.

 

Dapatlah diambil kesimpulan bahwa perubahan atas perjanjian perkawinan dimungkinkan untuk dibuat oleh

suami isteri atas dasar kesepakatan diantara mereka, dan perubahan tersebut disamping tidak boleh

bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, juga tidak boleh merugikan pihak ketiga/kreditor.

Untuk itu, notaris memegang peranan yang penting dalam menciptakan perlindungan dan kepastian hukum

bagi semua pihak termasuk pihak ketiga/kreditor atas setiap akta yang dibuatnya, termasuk akta perubahan

perjanjian perkawinan.
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